
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Ncgara
Republik Indonesia Tahun 20]9 Nomor 42,

Tarnbahan Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia
Nomor6322);

17. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2017 tentang
Pcrubahan atas Peraturan Presiden Noruor 4 Tahun

2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan

Pernbangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20] 7
Nomor27);

18. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/clasa Pemerintah (Lembaran

Ncgara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)

sebagaimana telah diubab dengan Peraturan
Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan

atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
ten tang Pengadaan Barang/clasa Pemerintab

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 63);

19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2020 Nomor 10);

20. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Oaya Mineral

Nomor 4S Tabun 2005 tentang Instalasi

Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 46 Tahun 2006 ten tang Perubahan atas

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Nomor 45 Tahun 2005 tentang Instalasi
Kctcnagalistrikan,

2 L Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Nomor 28 Tahun 2014 tent7 Kualifikasi Usaha
Jasa Penunjang Tenaga Listrik;
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22. Peraruran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Peraruran Menten Energi dan Sumber Days Mineral

Nomor 45 Tahun 2013 len tang Tata Cara Perizinan
Ketcnagalistrikan;

23. Peraturnn Menteri Energi dan Sumbcr Daya Mineral
Nornor 27 Tahun 2017 tentang Tiugkat Mutu
Pelayanan dan Biaya yang terkait Penyaluran Tenaga

Listrik olch PT. Perusahaan Listrik Negara (Pcrsero);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pcmbcntukan Produk lJukum Dacrah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nornor 2036) sebagairnana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 120 Tahun

2018 renrang Perubahan atas Pcraturan Menteri

Dalam Ncgcri Nomor 80 Tahun 2015 tcntang
Pembcntukan Produk Hukum Dacrah (Bcnta Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor (57);
25. Peraturan Mcnteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

20lH reruang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Menter! Dalarn Negeri Nornor 32 Tahun 2011 ten tang

Pedoman fJembenan Hibah dan l::Iantuan Sosral yang

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dun Bt'larlia

Daer ah [Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 465);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Bornbana Nomor 5

Tahun 201 I ten tang Pokok-Pokok Pengelolaan

Keuangan Daerah:

27. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nornor 6
Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Pl:lfljaf';' Daerah Kabupaten Bombana Ta.hull 2005-

2025;,
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natab. rumah tangga rniskin yang terdAftli.'1dAlam
Terpadu Kcscjahtcraan Sosia! (DTKS)i,,{

Pasal 8

Kriteria calon penerima program merupakan RTMyang
memcnuhi kriteria sebagai berikut:

a. penduduk Kabuparen Bombana;

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bombana

Nomor 29 Tahun 2018 tentang Program Bantuan Bosial

Sambungan Daya Listrik Bagi Rumah Tangga Miskin di

Kabupaten Bombana (Berita Daerah Kabupaten Bombana
Tahun 2018 Nomor 29) diubah sebagai berikut.

Pasall

PERATURAN BUPATI TENTANO PERUBAHAN ATAS

PEHATUAANBUPATI BOMBANA NOMOR29 TAHUN 2018

TENTANG PROGRAM BANTUAN SOSIAL SAMBUNGAN

OAYA LISTRIK BAOl RUMAH TANGOA MISKlN 01

KABUPATEN BOMBANA.

Menetapkan

MIl:MUTUSKAN:

29. Pcraruran Daerah Kabupaten Bombaria Nomor 7

Tahun 2017 ten tang Penyelenggaraan Perurnahan
dan Kawasan Permukiman:

30. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nornor 2
Tahun 20]8 ten tang Rencana Pernbangunan -Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Bornban a Tahun 2017-
2022;

31. Peraturan Bupati Bombana Nomor 2Y Tahun 2018

tentang Program Bantuan Sosial Sarnbungan Daya

Listrik Bagi Rurnah Tangga Miskin di Kabupaten
Bombana:
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Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam

Pasnl 10 ayat (3) dan mclakukan verifikasi data
calon penerima program.

(2) Verifikas] data sebagaimana dirnaksud pada ayat

(1) dilakukan oleh Tim Verifikasi yang ditetapkan

dengan Keputusan Kepala DPKPP.

(3) Verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayai
(1) dilakukan untuk memastikan bahwa calon

pcnerima program telah memenuhi kriteria
sebagairnana dimaksud dalam Pasal 8.

(4) Tim Veriflkaei rnelakukan verifikasi data calon
penerima program dengan mengisi format verifikasi

sesuai dcngan format Jampiran 3 yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraruran Bupa Ii ini
(5) Hasil verifikasi data calon pcncrima program

sebagairnana dimaksud pada ayat (4) hams
rnelarnpirkan:

a. foto copy Kartu Tanda Pcnduduk;

b. foto copy Kartu Keluarga;

c. (OlO copy sertipikat tanah, atau Surat

Keterangan Tanah dari Kepala Desa/Lurah;
d. surat pernyataan kesediaan meminjamkan

tanah ~;ngan jangka waktu minimal 5 (lima)

lahUn;~

danusulanmenerimaDPKPP(1) Kepala

Pasal 11

c. mcmiliki dan menempati rumah diatas tanah milik

sendiri atau menempau rumah diatas tanah milik
orang lain; dan

d. terjangkau jaringan distribusi PT. PLN dan

memcnuhi persyaratan teknis yang ditetapkan oleh
PT. PLNdan Penguji Instalasi.

2. Kctcntuan Pasal 11 ayat (5) diu ball, sehingga
keseluruhan berbunyi sebagai berikur:
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BERlTA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2021 NOMOR .3a

Ditetapkan di Rumbia

pada tanggal, r M~l 2021

Lliundangkan diRumbia

pada tanggal, <; '1"\.(,' 2021

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.
Peraturan Bupati dengan

Agar setiap orang mcngctahuinya, rnemermtahkan
pengundangan

PasaJ IT

Peraturan Bupati rru mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

c. Sural perjanjian pinjam tanah bagi calon

penerima program yang tidak memihki tanah
dan menempari rumah diatas tariah milik orang
lain;

t. sural pernyataan kepernilikan lanah/rumab

dari penerirna program scsuai dengan format
lampiran 4; dan

g. sural pemyataan bersedia memelihara instalasi
dari masing-masing penerima banruan sesuai
dengan format Jampiran 5.

·8·
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik/

1. PasaJ l~ ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tcntang

Perlindungan Konsumen (Lembaran NegaraRepublik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan

Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

Mengingat

Peraturan Bupati tentang Peru bah an alas Peraturan

Bupati Bombana Nomor 29 Tahun 2018 tcntang

Program Allntuan Sosial Sambungan Daya Listrik

Bagi Rumah Tangga Miskin di Kabupatcn Bornbana;

b. sebagaimuna

menetapkan

bahwa Peraruran Bupat! Bombana Nomor 29 Tahun

2018 tentang Program Banruan Sosial Sambungan

Oaya Listrik Bagi Rumah Tangga Miskin di
Kabupaten Bombana belum berjalan rfrktif dan

efisien, maka perlu dilakukan perubahan dan

penyesua Ian:
bahwa berdusarkan pertimbangan
dirnaksud dalam huruf a, perlu

a.Menlmbang

aUPATI BOMBANA,

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

PI!;~UHAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 29 TAHUN

:~018 TENTANG PROGRAM 8ANTUAN SOSIAL SAMBUNGAN DAYA LISTRIK

BAGI RUMAH TANUUA MISKIN 01 KAAUPATEN BOMBAl\A

TENTANG

at PAT) BOMBANA
, '(' JTN I sur ~W~l I'ENGGARA
PI!;RATURAN BUPATI ROMBANA

NOMOR ;~ TAllUN 2021



Indonesia Tabun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. (.;ndang-Undang Nomor 2q Tahun 2003 tentang

Pcmbentukan Kabupatcn Bornbana, Kabupaten

Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara dr Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tabun 2003 Nomor 144, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3439);
o. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 t<.ntang

Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Repubbk

Indonesia Tabun 2004 Nomor GU, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistern Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lcmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor4421);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang

Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan

Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tabun 2011 tentang

Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tabun 20 I) Nomor 7,

Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia
Nomor 5188);

9. Undang-Undang Nomor 20 Tabun 2014 tentang

Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian [Lembaran
Negara Republik Indonesia Tabun 2014 Nomor 216,

Tamoahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5584);

10. Unctang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia NomOI 5587),/
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
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Perubahan atas Peraturan Pernerintah Nomor 10

Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan
Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor4469);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang
Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor5281);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Perumaban dan Kawasan

Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran
Ncgara Republik Indonesia Nomor5883);

15. Peraruran Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tarnbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintab Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tabun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1'87,

Tambahan +: Negara Republik Indonesia

Nomor6402);A

Negara Republik lndonesia

Negara

292,

(Lembaran

2014 NomorTahunRepubJik Indonesia

Tambahan Lembaran
Nomor 5601);

12. Peraturan Pernerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang

PemerintahanAdministrasi

dengan Undang-Undang Nornor 11 Tahun 2020

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia 'rabun 2020 Nomor 245, Tambahan

Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor6573);

11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
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